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ABSTRAK 
 

Onias Wenda. “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kerangka Otonomi Khusus Provinsi 

Papua”, dibimbing oleh Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan 

Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A. sebagai pembimbing II. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan 

mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data 

wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan, 

sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan 

tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi (kesimpulan).  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengakuan dan perlindungan peradilan adat dalam 

UU Otonomi Khusus Papua, Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan 

untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan 

masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. 

Salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan pengadilan 

adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat 

(8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada 

kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, 

mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam 

penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. 

Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sedangkan tugas dan wewenang peradilan 

dalam implementasi UU Otonomi Khusus Papua, Peradilan adat merupakan pengadilan yang 

hidup dalam praktek seharihari di kampung adat (masyarakat hukum adat), kelembagaan 

peradilan adat adalah bagian dari kelembagaan tradisional desa adat yang dalam definisi hukum 

disebut dengan “susunan asli”. Susunan asli sendiri dalam penjelasan dalam Pasal 103 huruf a 

adalah sistem organisasi kehidupan desa adat yang dikenal di wilayah-wilayah masing-masing, 

maka kelembagaan pengadilan desa adat adalah pengadilan adat yang dikenal oleh masyarakat 

hukum adat, baik yang berfungsi memutus, maupun yang berfungsi mendamaikan sengketa adat 

berdasarkan hukum adat. Peradilan adat mempunyai kompetensi absolut dan relatif sebagai 

sebuah lembaga peradilan yang dikenal oleh masyarakat hukum adat. Tidak menutup 

kemungkinan juga dapat bersinggungan dengan pihak-pihak, atau kepentingan-kepentingan 

diluar masyarakat adat, yang berkaitan dengan “adat” desa atau daerah setempat. Secara spesifik 

tugas dan wewenang peradilan adat dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua 

Nomor 20 Tahun 2008 dalam Pasal 6 dan Pasal 8. 
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ABSTRACT 

 

 

Onias Wenda. " The Existence Of Traditional Justice Within The Framework Special 

Autonomy Of Papua Province ", supervised by Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, as 

supervisor I and Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A. as supervisor II. 

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature 

which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from 

primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and 

comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction, 

data presentation and verification (conclusion). 

The research results show that recognition and protection of customary justice in the 

Papua Special Autonomy Law, the granting of Special Autonomy to the Papua Province is 

intended to realize justice, uphold the supremacy of law, respect for Human Rights (HAM), 

accelerate economic development, increase the welfare and progress of the Papuan people, in 

the context of equality and balance with the progress of other provinces. One of the special 

features of autonomy for Papua Province is the implementation of customary courts as stated in 

Article 50 paragraph (2) and Article 51 paragraph (1) to paragraph (8) of Law Number 21 of 

2001 concerning Special Autonomy for Papua Province, in fact The lives of indigenous 

communities in Papua still continue to enforce, defend and submit to their respective customary 

courts, especially in resolving customary cases that occur between members of the customary 

law community. This fact is further strengthened by the regulations in Law Number 21 of 2001 

concerning Special Autonomy for Papua Province. Meanwhile, the duties and authorities of the 

judiciary in implementing the Papua Special Autonomy Law, customary courts are courts that 

live in daily practice in traditional villages (customary law communities), traditional justice 

institutions are part of traditional traditional village institutions which in the legal definition are 

called "original arrangements". The original structure itself in the explanation in Article 103 

letter a is a traditional village life organization system that is known in each region, so the 

institution of a traditional village court is a customary court that is known to the customary law 

community, both with the function of deciding, and with the function of reconciling customary 

disputes based on customary law. Customary courts have absolute and relative competence as a 

judicial institution known to the customary law community. It is also possible that it could come 

into contact with parties or interests outside the traditional community, which are related to the 

"customs" of the village or local area. Specifically, the duties and authority of customary courts 

can be seen in the Special Regional Regulations of Papua Province Number 20 of 2008 in Article 

6 and Article 8. 

 

 

 

Keywords: Customary Court, Special Autonomy for Papua Province. 
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